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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 78 TAHUN 2005
TENTANG
PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka menjaga keutuhan wilayah negara, serta
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan,
perlu dilakukan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dengan
memperhatikan keterpaduan pembangunan di bidang sosial,
ekonomi, budaya, hukum, sumber daya manusia, pertahanan, dan
keamanan,;

bahwa pulau-pulau kecil terluar Indonesia memiliki nilai strategis
sebagai Titik Dasar dari Garis Pangkal Kepulauan Indonesia dalam
penetapan wilayah Perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia, dan Landas Kontinen Indonesia;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang

Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar;

Pasal 4 ayat (1) Undang~Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan
United Nations Convention on the Law of the Sea/Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);

3. Undang-Undang . . .
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Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3699);
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pertahanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4168);
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437);

11. Undang . . .
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11. Undang~undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional

12.

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4439);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar
Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4211);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGELOLAAN PULAU-PULAU
KECIL TERLUAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1) Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

a. Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar adalah rangkaian

kegiatan yang dilakukan secara terpadu untuk
memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya
pulau-pulau kecil terluar dari wilayah Republik Indonesia

untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

. Pulau Kecil Terluar adalah pulau dengan luas area kurang atau

sama dengan 2000 km? (dua ribu kilometer persegi) yang
memiliki  titik-titik  dasar  koordinat  geografis  yang
menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan
hukum internasional dan nasional.

(2) Pulau . ..
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(2) Pulau-pulau kecil terluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dan koordinat titik terluarnya adalah sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini.

BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP PENGELOLAAN
PULAU-PULAU KECIL TERLUAR

Pasal 2

Pengelolaan pulau-~pulau kecil terluar dilakukan dengan tujuan:

a. menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
keamanan nasional, pertahanan negara dan bangsa serta
menciptakan stabilitas kawasan;

b. memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka pembangunan
yang berkelanjutan;

c. memberdayakan  masyarakat dalam rangka peningkatan

kesejahteraan.

Pasal 3

Prinsip pengelolaan pulau-pulau kecil terluar adalah :
a. Wawasan Nusantara,
b. berkelanjutan;

c. Dberbasis masyarakat.

Pasal 4

Pengelolaan pulau-~pulau kecil terluar mengacu pada Rencana Tata

Ruang Wilayah.

BABIII...
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BAB III
PENGELOLAAN

Pasal 5
Pengelolaan pulau-~-pulau kecil terluar dilakukan secara terpadu
antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang-
bidang;:
a. sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
b. infrastruktur dan perhubungan;
c. pembinaan wilayah;
d. pertahanan dan keamanan;
e. ekonomi, sosial, dan budaya.
Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KELEMBAGAAN

Pasal 6
Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dikoordinasikan oleh Tim
Koordinasi Pengelolaan yang

Pulau-pulau Kecil Terluar,

selanjutnya disebut Tim Koordinasi.

Susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri dari:

a. Ketua Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan

Keamanan

b. Wakil Ketua merangkap anggota :
1. Wakil Ketua I
2. Wakil Ketua Il :

Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Dalam Negeri

c. Anggota . . .



